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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan 
Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air 
Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum 
Sendang Kamulyan Kabu paten Ba tang; 
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batai1g sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang. 
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan yang 

selanjutnya disebut Perumda Air Minum Sendang Kamulyan adalah 
Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang bergerak 
di bidang pelayanan air minum. 

5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Sendang 
Kamulyan yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air 
Minum Sendang Kamulyan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 
Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dan memegang segala 
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan 
Pengawas. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3 
TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR 
MINUM SENDANG KAMULYAN KABUPATEN BATANG. 
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Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota 
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum 
Sendang Kamulyan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3); 
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6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang 
bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Sendang 
Kamulyan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Sendang 
Kamulyan serta mewakili Perumda Air Minum Sendang Kamulyan baik 
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Sendang Kamulyan 
yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 
Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum 
Sendang Kamulyan. 

8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan 
formal antara Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dan Pihak Ketiga 
untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai 
suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan. 

9. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan 
di luar Perumda Air Minum Sendang Kamulyan, antara lain Pemerintah, 
Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta 
Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar 
Negeri dan/ atau Perusahaan Daerah lainnya. 

10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan 
yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan 
oleh KPM. 

11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah 
proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk 
menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi 
Perumda Air Minum Sendang Kamulyan. 

12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan 
keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau 
sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, 
mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap 
Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi 
Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang ditetapkan oleh Bupati. 

13. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan 
sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti 
proses penjarmgan. 

14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar 
mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses 
penjanngan. 

15. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah 
mengikuti UKK. 

16. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 
1 7. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi 

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi 
sampai pengangkatan oleh KPM. 
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Pasal 11 
( 1) Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) 

huruf a paling sedikit meliputi: 
a. pengalaman mengelola perusahaan; 
b. keahlian; 
c. integritas dan etika; 
d. kepemimpinan; 
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. 

(2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dirinci 
sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi. 

(3) Bo bot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f ditentukan oleh Panitia 
Seleksi. 

(4) Bobot Penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
sebesar 20o/o (dua puluh persen). 

(5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) sebesar 100°/o (seratus persen). 

(6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi: 
a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan; 
b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) 

direkomendasikan disarankan; 

e. wawancara. 

Pasal 10 
UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit 
melalui tahapan: 
a. psikotes; 
b. ujian tertulis keahlian; 
c. penulisan makalah strategi pengawasan; 
d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan 

Pasal 9 
( 1) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

bertugas: 
a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; 
b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan 
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. 

(2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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